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ABSTRAK

Tesis ini membahas penyidikan atas tindak pidana pemalsuan faktur pajak yang telah mendapatkan
pengampunan pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif dan
bertujuan mengetahui apakah dikualifikasikannya penerbitan faktur pajak palsu sebagai tindak pidana
korupsi memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, serta apakah Pasal 20 UU Pengampunan Pajak
memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
tindak pidana pemalsuan faktur pajak adalah murni tindak pidana perpajakan dan bukan tindak pidana
korupsi, serta jaminan tidak digunakannya data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan
Wajib Pajak sebagai dasar pengusutan tindak pidana dalam Pasal 20 UU Pengampunan Pajak, masih
belum dapat memberikan perlindungan hukum. Penelitian ini menyarankan perlu dilakukan perubahan
atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
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ABSTRACT

This thesis discusses about the investigation of tax invoices forgery that has been admitted by tax
amnesty. This research is a qualitative research with a normative juridical research type and aims to
perceive surely the qualification of the issuance of fake tax invoices as an act of corruption provides legal
certainty for taxpayers and whether or not article 20 of the Tax Amnesty Law provides guarantee on legal
protection for taxpayers. The conclusion of this study results that the tax invoices forgery crime is purely
a taxation crime and not an act of corruption, as well as the guarantee not using data and information
originating from a Taxpayer's Declaration as the basis for investigating criminal acts in Article 20 of the
Tax Amnesty Law is not able to provide legal protection yet. This study asserts the need to change the
Law on the Eradication of Corruption Crimes and the Tax Amnesty Law.
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